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Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAM BM)

3. Kelembagaan

1 Ruang lingkup

Pedoman ini meliputi peran dan fungsi para pelaku terkait, proses pembentukan organisasi/
kepengurusan dan perangkat pendukung yang diperlukan dalam organisasi penyediaan.air
minum berbasis masyarakat (PAM BM).

Pedoman ini merupakan buku ketiga dari Pedoman penyediaan air minum berbasis
masyarakat (PAM BM)

2 Acuan normatif

Pedoman umum Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAM. BM) (Konsep dalam
proses penetapan)

3 Istilah dan definisi

3.1

kader

tenaga sukarela yang berasal dari masyarakat setempat, mendapat dukungan serta
kepercayaan dari masyarakat, telah mendapatkan pendidikan tentang AM, merasa

terpanggil untuk melaksanakan, memelihara dan mengembangkan kegiatan yang tumbuh di
masyarakat dalam usaha pengembangan masyarakat khususnya tentang AM

3.2
Kelompok Pemakai Air Minum (KPAM)

kelompok terkecil pemakai-air minum yang dibentuk dengan maksud untuk melibatkan peran
serta masyarakat dalam “penggunaan, pengelolaan dan pemeliharaan penyediaan minum
dengan pengelompokan dasa wisma (10 keluarga) dan anggotanya merupakan anggota
keluarga dari 1 dasa-wisma

3.4

tim teknis

susunan ~anggota yang memiliki instansi-instansi yang terkait pada setiap tingkat
pemerintahan untuk pelaksanaan sistem penyediaan air minum; terdiri atas TKC (Tim

Koordinasi Kecamatan) untuk tingkat kecamatan, dan TKK (Tim Koordinasi Kota/
Kabupaten) untuk tingkat kota/ kabupaten

3.6
Unit Pengelola Sarana (UPS)

kelompok kerja yang akan menggorganisir pelaksanaan survai, penyusunan rencana kerja
AM UPS/KPS, memobilisasi peran serta masyarakat, pelaksanaan pembangunan konstruksi,
pemanfaatan dan pemeliharaan sarana yang dibangun serta pengembangan dan
pelestarian sarana.
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4 Pembentukan kelembagaan
4.1 Prinsip dasar kelembagaan masyarakat

Proses utama dalam pembentukan kelembagaan masyarakat adalah aktivitas
pengorganisasian masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

a) Kebersamaan,

b) keputusan ada di tangan masyarakat,

c) berorientasi pada komunitas lokal,

d) tidak berorientasi mendapatkan keuntungan tetapi untuk kemanfaatan bersama.

Lembaga masyarakat yang dibentuk diharapkan mengikuti azas-azas kejujuran, keadilan
dan berkelanjutan.

4.2 Dasar hukum

a) Undang-undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian: Koperasi adalah badan
usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. -Koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan,

b) Undang-undang No.11 tahun 1974 tentang pengairan Pasal-2
1) air beserta sumber—sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkandung

didalamnya, seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 3, 4 dan 5 UU ini mempunyai
fungsi sosial serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,

2) Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air
dan atau sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari pemerintah, dengan
berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan.

c) Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1982 tentang tata pengaturan air Pasal 37 (1):
Eksploitasi dan pemeliharan bangunan pengairan yang pembangunannya
diselenggarakan oleh pemerintah atau:badan hokum untuk memberi manfaat langsung
kepada kelompok masyarakat tertentu dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat
setempat.

d) Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah pasal 10 (1): Daerah
berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan
bertanggung jawab memelihara, melestarikan lingkungan sesuai dengan peraturan yang
berlaku

e) Keppres No. 7 Tahun 1998 tentang kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta
dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur, pasal 1: Dalam pembangunan
dan atau pengelolaan infrastruktur, pemerintah dapat mengikutsertakan badan usaha
swasta yang berbentuk badan hukum

4.3 Penyelenggaraan PAM BM di tingkat masyarakat

Penyelenggaraan PAM BM secara umum dapat dilihat pada buku pedoman
penyelenggaraan PAM BM (buku-2), yang secara garis besar dapat dilihat pada Gambar 1.
Sedangkan beberapa aktivitas penting yang terkait dengan proses pemebntukan
kelembagaan di tingkat masyarakat adalah sebagai berikut:

4.3.1 Tahap persiapan

4.3.1.1 Stimulasi dan sosialisasi

Sebagai langkah awal, ide awal penyelenggaraan PAM BM dapat dilakukan melalui media
stimulasi dari inisiator/ fasilitator. Selain daripada itu, sosialisasi tentang prinsip, program,
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tata cara, standar, serta pedoman PAM BM dapat diberikan oleh pihak-pihak terkait atas
permintaan masyarakat atau inisiatif dari pemerintah atau pihak terkait lain.

4.3.1.2 Rembug warga

Rembug warga merupakan satu media komunikasi yang lazim diselenggarakan di kalangan
masyarakat, dimana proses diskusi, brainstorming, serta penetapan kesepakatan di antara
anggota masyarakat dapat dilakukan secara efektif. Materi stimulasi awal dan sosialisasi
menjadi materi utama dalam rembug warga ini, untuk memperoleh kesepakatan-
kesepakatan, baik di antara anggota masyarakat itu sendiri, maupun dengan pihak-pihak lain
yang terkait, dalam perencanaan program PAM BM yang akan diselenggarakan. di
masyarakat.

4.3.1.3 Pembentukan Badan Musyawarah Air Minum (Bamus AM)

Sebagai bentuk institusi lokal sementara, pihak-pihak yang bersepakat di atas membentuk
forum Badan Musyawarah Air Minum (Bamus AM), dan mulai merumuskan tentang
kebutuhan air minum, aturan main, inventarisasi aset dan identifikasi. kebutuhan sumber
daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan PAM BM secara terinci.

4.3.1.4 Penyusunan proposal PAM BM

Hasil rumusan yang disepakati dalam rencana program Badan Musyawarah Air Minum
(Bamus AM), selanjutnya diterjemahkan kedalam bentuk propsal PAM BM. Isi proposal
menyangkut rencana penyelenggaraan program PAM-:BM, yang dilengkapi dengan rencana
kerja dan langkah-langkah kegiatan.

4.3.2 Tahap pelaksanaan
4.3.2.1 Kedudukan mekanisme kelembagaan dalam penyelenggaraan PAM BM

Tahap pelaksanaan PAM BM terdiri atas 4 (empat) kegiatan utama, yaitu:

a) Upaya mobilisasi kelembagaan di masyarakat berdasarkan hasil kesepakatan dalam
rembug warga dengan sasaran akhir terlaksananya rangkaian kegiatan yang diperlukan
dalam rangka penyelenggaraan PAM BM.

b) Upaya mobilisasi.sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan pelayanan
air minum berbasis masyarakat, dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada
pada masyarakat konsumen, pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah provinsi,
pemerintah:pusat, serta pihak lain, dengan sasaran akhir berupa akumulasi aset yang
diperlukan untuk keberlanjutan pelayanan air minum kepada masyarakat.

c) Upaya pembangunan sistem air minum yang meliputi proses identifikasi lokasi dan
kebutuhan pelayanan, perencanaan, pembangunan dan pengelolaan dengan
memperhatikan standar kebutuhan, sumber daya alam, kemampuan daya beli, termasuk
didalamnya pemilihan sistem yang paling sesuai dengan kondisi setempat. Sasaran akhir
dari kegiatan ini adalah terbangunnya sistem PAM BM yang berkelanjutan.

d) Upaya pembentukan badan hukum pengelola yang harus memperhatikan ketentuan
dan persyaratan hukum yang berlaku, seperti pemilihan bentuk organisasi, persyaratan
administrasi dan legalitas, dengan sasaran akhir berupa penyiapan tatanan kelembagaan
yang lebih mantap sesuai kebutuhan.

Dalam tahap pelaksanaan ini, mobilisasi kelembagaan di masyarakat memegang peranan
penting. Secara umum, kedudukan mekanisme pembentukan kelembagaan dalam proses
penyelenggaraan PAM BM dapat dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 1 Mekanisme penyelenggaraan PAM BM
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4.3.2.2 Kelembagaan PAM-BM

Berdasarkan fungsi dan peran kelembagaan awal di atas, organisasi di tingkat masyarakat

dalam penyelenggaraan PAM BM terdiri atas:

a) Badan Musyawarah Air Minum (Bamus AM),

b) Badan Pengelola Air Minum (Bapel AM) sebagai pelaksana penyelenggaraan harian dari
PAM BM.

4.3.2.2.1 Badan Musyawarah Air Minum (Bamus AM)

Kelembagaan PAM BM diawali dengan terbentuknya forum Bamus AM yang notabene tidak
berbadan hukum, tetapi sudah dibentuk sebagai lembaga pengelola awal. Sedangkan dalam
operasional lebih lanjut pengelolaan air minum ini, kelembagaan yang berbadan hukum bisa
menjadi satu alternatif pengembangan, untuk lebih mendudukan posisi masyarakat sebagai
penyelenggara yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menciptakan posisi tawar dan
kekuatan hukum dalam satu jaringan kerjasama dengan pelaku-pelaku terkait lainnya.

Organisasi masyarakat membentuk Bamus AM sebagai lembaga informal yang terdiri atas
kumpulan calon konsumen, yang dilengkapi dengan mekanisme koordinasi dengan pelaku
terkait. Bamus AM menunjuk pengurus Bamus AM atau Sekertariat Bamus AM. Sedangkan
sebagai pengelola operasional, dibentuk Badan Pengelola (Bapel AM).

Badan Musyawarah Air Minum (Bamus AM) merupakan unsur kelembagaan di tingkat
masyarakat yang mulai dibentuk sejak awal penyelenggaraan PAM BM (tahap persiapan).

Badan Musyawarah Air Minum (Bamus AM) merupakan forum yang terdiri atas berbagai

unsur pelaku yang berkaitan dengan penyelenggaraan air minum, diantaranya:

a) seluruh anggota konsumen pengguna layanan air minum, atau selanjutnya disebut
sebagai Kelompok Pemakai Air Minum«(KPAM) sebagai anggota utama Bamus AM,

b) wakil dari unsur-unsur organisasi masyarakat yang peduli dengan penyelenggaraan air
minum, yang dalam hal ini dapat diposisikan sebagai fasilitator/ mediator,

c) perwakilan pemerintah dan pelaku terkait lainnya, yang juga sebagai fasilitator/ mediator.

Peran fasilitator/ mediator dalam mekanisme keanggotaan di atas dapat berbentuk
pembinaan/ pendampingan,  baik teknis maupun non-teknis/ manajemen dan hal-hal
administratif. Lebih lanjut, pelaku dalam kelompok ini dapat dilembagakan dalam bentuk Tim
Koordinasi Kabupaten/ Kotamadya (TKK) dan/ atau Tim Koordinasi Kecamatan (TKC) untuk
fungsi pembinaan, sedangkan fungsi pendampingan bisa dilengkapi dengan tenaga
pendamping lapangan (Field Officer/ FO).

Untuk membantu fungsionaris unit pengelola air minum, yang selanjutnya disebut sebagai
Unit Pengelola Sarana (UPS) dalam melaksanakan tugas-tugasnya di dalam membina
Kelompok Pemakai Air Minum (KPAM) yang akan dibentuk dan diharapkan dapat melibatkan
wanita serta kader-kader yang telah ada di desa sebelumnya seperti kader posyandu, kader
dasa wisma, kader kesling, tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK dan lain-lain.

Bamus merupakan forum demokrasi dan wadah proses pengambilan keputusan tertinggi di
tingkat masyarakat yang mencerminkan aspirasi masyarakat pengguna layanan air minum.
Bamus AM dibentuk menggunakan mekanisme yang demokratis dan menyerap aspirasi
masyarakat (pendekatan bottom-up). Pemilihan dan pemberhentian anggota Bamus AM
berdasarkan musyawarah dan kesepakatan yang dilakukan melalui rembug warga yang
didasarkan tata cara yang tertuang dalam AD/ART Bamus AM.

\
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Apabila masyarakat menganggap formatur/ pengurus sementara dalam pendirian Bamus AM
tidak mampu melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, anggota dapat mengusulkan rapat anggota istimewa.
Untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari Bamus AM, dibentuk formatur, dengan struktur
organisasi Bamus AM secara keseluruhan seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.

Ketua
TKK/ TKC/ FO »| Sekretariat
(Pembinaan/
Pendampingan)
v
Anggota

Gambar 3 Struktur organisasi formatur badan musyawarah air minum (Bamus AM)

4.3.2.2.2 Badan Pengelola Air Minum (Bapel AM)

Badan Pengelola Air Minum (Bapel AM) ini dibentuk oleh -musyawarah Bamus AM setelah
mendapat persetujuan dari masyarakat pengguna pelayanan air minum melalui rembug
warga. Badan Pengelola ini menjadi badan pelaksana penyelenggaraan PAM BM. Bapel AM
merupakan badan yang diberi wewenang oleh Bamus:AM sebagai badan pelaksana harian
penyelenggaraan air minum dan bertanggung jawab pula kepada Bamus AM. Di dalam
Badan Pengelola Air Minum dapat dibentuk unit.pengelola air minum sebagai satuan kerja
yang melaksanakan fungsi-fungsi Badan Pengelola seperti yang telah tercantum dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah.Tangga yang telah ditetapkan, sesuai dengan
kesepakatan Bamus AM.

Secara umum, kaitan Badan Pengelola Air Minum dengan Bamus AM dapat dilihat pada
Gambar 4. Struktur organisasi‘ini dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan pelayanan
air minum di wilayah yang bersangkutan.

Rujukan/ Bamus AM
Pembinaan/ (Kumpulan Calon
Pendampingan <% Konsumen dan
(Dinas /Instansi pelaku terkait)
terkait di
Kabupaten/
Kota) v
SEKERTARIAT Bamus AM

\4

Badan Pengelola Air
Minum (Bapel AM)

Gambar 4 Struktur kelembagaan Badan Musyawarah Air Minum (Bamus-AM) dan
Badan Pengelola Air Minum (Bapel AM)

~
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4.3.3 Tahap pengelolaan dan pengembangan
4.3.3.1 Kegiatan umum

Secara umum, tahap pengelolaan dan pengembangan sudah dimulai sejak selesainya
proses pelaksanaan, dimana tahap ini menyangkut proses-proses serah terima aset,
monitoring & evaluasi, serta program pengembangan. Beberapa proses yang akan
ditangani dalam tahap ini, antara lain:

a) Manajemen masalah dan resiko,

b) Pembiayaan operasional,

c) Pengelolaan dan penguatan institusi,

d) Pengelolaan sarana fisik,

e) Serah terima pengelolaan aset,

f) Serah terima kepemilikan aset.

Sebagai pelengkap informasi mengenai hal-hal di atas dapat dilihat pada buku-2 Pedoman
Penyelenggaraan PAM BM, buku-5 Pedoman Pembiayaan Pam BM, dan buku-7 Pedoman
Monitoring dan Evaluasi PAM BM

Berkaitan dengan mekanisme pengembangan kelembagaan, hal” penting dalam masa
pengelolaan dan pengembangan ini adalah adanya masa terminasi, dimana masyarakat
yang sebelumnya mendapat bantuan pendampingan dan fasilitasi dari berbagai pihak, baik
fasililator pendamping dalam pengorganisasian masyarakat:dan program, maupun fasililator
teknis dari berbagai pelaku yang terkait. Berdasarkan: konsep keberlanjutan, pada tahap
pengelolaan ini perlu disiapkan mekanisme pelepasan fasilitator pendamping menuju
masyarakat yang mandiri. Oleh karena itu, beberapa.materi pengelolaan yang disebutkan di
atas disiapkan untuk membentuk masyarakat ‘(institusi masyarakat) yang siap berperan
sendiri, dan dapat berperan sebagai salah satu pelaku dalam jaringan pelaku-pelaku yang
lain.

4.3.3.2 Penguatan kelembagaan

Karena program ini merupakan penyelenggaraan yang didasarkan pada konsep
pemberdayaan masyarakat, dengan harapan program ini dapat mengembangkan potensi
masyarakat yang ada serta menjaga program yang berkelanjutan. Oleh karena itu
penguatan institusi yang-dikembangkan di masyarakat menjadi agenda pokok dalam tahap
pengelolaan ini. Beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk kepentingan penguatan
institusi ini antara lain:

a) Penguatan jaringan, dimana masyarakat (institusi masyarakat) perlu diberi peluang dan
akses lebih:-banyak kepada pelaku-pelkau lain, supaya dapat mengembangkan potensi
yang ada.dan membuka diri terhadap peluang yang disediakan oleh pelaku-pelaku lain
yang terkait dengan kondisi mereka,

b) Peningkatan kapasitas masyarakat berupa penciptaan peluang bagi pendidikan dan
pelatihan, baik untuk materi-materi yang menyangkut teknis penyediaan sistem air
minum, maupun materi-materi non-teknis, seperti manajemen, keuangan dan
administrasi, sistem data-base, dan sebagainya,

¢) Memberikan peluang masyarakat untuk dapat menguasai aset yang ada, tidak saja pada
hak pengelolaan, tetapi juga kepemilikan, agar penyelengaraan APM BM dapat menjadi
aset yang berkelanjutan dikembangkan oleh masyarakat.

Sebagai alternatif untuk lebih membuka akses dan peluang lebih bagi masyarakat untuk
meningkatkan posisi tawarnya, khususnya dalam jaringan penyediaan air minum,
kelembagaan lokal diatas sebaiknya diperkuat dengan aspek legal (hukum). Oleh karena itu
kondisi kelembagaan di atas harus dilengkapi dengan aspek organisasi berbadan hukum

yang selama ini memiliki kekuatan dasar hukum yang kuat, yaitu Koperasi. ~
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Beberapa keuntungan pendirian kelembagaan berbadan hukum, antara lain:

a) Kemanan terhadap aspek legal, sehingga segala hal yang berkaitan dengan keamanan,
baik hak, kewajiban, aset dan kepemilikan, sampai dengan mekanisme penyelenggaraan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

b) Peluang dan akses terhadap berbagai jaringan pelaku lain akan lebih terbuka, sebagai
contoh akses terhadap lembaga perbankan atau donor lain, apabila diperlukan untuk
mengembangkan sistem yang telah ada;

¢) Meningkatkan posisi tawar masyarakat sebagai salah satu institusi yang diakui oleh
berbagai pelaku terkait, sehingga terbuka kemudahan untuk membuka jaringan dan
memperkuat kelembagaan yang ada di masyarakat.

Salah satu upaya penguatan institusi di masyarakat adalah dengan mengarahkan kepada
kelembagaan yang berbadan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan-sejalan
dengan prinsip-prinsip PAM BM, vyaitu kelembagaan koperasi (komponen  dalam
kelembagaan ini dapat dilihat pada Tabel 1).

Untuk menjadi badan hukum, kelembagaan yang ada dirubah kedalam bentuk kelembagaan
formal, dimana perlu dilengkapi dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, daftar
kepemilikan asset dan tempat domisili alamat pengadilan yang ditunjuk. Sesudah berbadan
hukum, keputusan tertinggi akan dipegang oleh rapat anggota, dan mekanisme operasional
sesuai dengan ketentuan kelembagaan berbadan hukum yang -berlaku. Pada kondisi ini,
apabila Bamus menjadi badan hukum, maka Badan Pengelola (Bapel) tetap berfungsi
sebagai pelaksana operasional yang menjadi bagian dari kelembagaan formal yang nanti
dibentuk.

Dari peran dan fungsi kelembagaan di atas, fungsi Bamus AM dapat dikatakan sebagai
lembaga leseglatif, sementara Badan Pengelola sebagai Lembaga Berbadan Hukum yang
akan dibentuk bersifat eksekutif.

Tabel 1 Komponen dalam kelembagaan PAM BM

KOPERASI
(Sumber: UU No0.25/1992 ttg Perkoperasian)

KOMPONEN

Koperasi:

badan. usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum
Definisi Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan

8§ keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

§ pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip § pembagian sisas hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan
besarnya jasa usaha masing-masing anggota

mandiri

Dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota

Aset yang dibawa masing-masing anggota menjadi miliknya sendiri, dan
hasil usaha selama berjalan menjadi haknya sendiri

Proses
pendirian

Sifat Aset

wn | | wn

~g
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Tabel 1 (Lanjutan)

KOPERASI

(Sumber: UU No0.25/1992 ttg Perkoperasian)

Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi
Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota
Yang dapat menjadi anggota Koperasi adalah yang mampu memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
8 Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang perysaratan, hak, dan
kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar
§ Kewajiban anggota:
U Mematuhi AD/ ART serta keputusan yang telahd isepakati® dalam
Rapat Anggota
Keanggotaan U Berpartisipasi dalam kegatan usaha yang diselenggarakan oleh
Koperasi
U Mengembangkan dan memelihara kebersamaan.berdasar atas asas
kekeluargaan
§ Hak anggota:
0 Menghadiri, menyatakan pendapat, dan. memberikan suara dalam
Rapat Anggota
0 Memilih dan/ atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas
U Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran
Dasar
Rapat Anggota
Pengurus
Pengawas
Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
Koperasi
§ Rapat Anggota menetapkan:
U Anggaran Dasar
G Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas
0 Rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta
pengesahan laporan keuangan
Mekanisme 0 Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan
Organisasi tugasnya
§ Keputusan Rapat Anggota diambila berdasarkan musyawarah untuk
mencapai mufakat
Rapat Anggota diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun
Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun
Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:
0 Keputusan Rapat Anggota, atau
U0 Keputusan Pemerintah

KOMPONEN

w W

Perangkat
Organisasi

wnwn W W

w W W

| RAPAT ANGGOTA |

Bentuk

Kelembagaan | PENGELOLA| | PENGAWAS |

PENGURUS

~
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Proses Pembentukan Badan Hukum Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat dapat
dilihat pada gambar 5 di bawah ini:

Sebelum berbadan hukum Sesudah berbadan hukum
(sesuai prinsip-prinsip Koperasi)

Rujukan/ Bamus AM Bamus AM sebagai
Pembinaan/ (Kumpulan Calon Rapat Anggota/Pembina
Pendampingan | _, Konsumen dan
(Dinas /Instansi pelaku terkait)
terkait di
Kabupaten/
Kota) Bapegl AM Bapel AM
v sebagai sebagai
SEKERTARIAT Bamus AM Pengurus Pengawas

v

Unit'Pengelola

Badan Pengelola Air Harian

Minum (Bapel AM)

Gambar 5 Proses pembentukan Badan Hukum PAM BM dari Bamus PAM BM

Badan Musyawarah Air Minum (Bamus AM) sebagai forum para pelaku (stakeholders) yang
terkait dengan mekanisme penyediaan air minum yang dikembangkan dalam PAM BM pada
dasarnya bisa tetap dipertahankan. Tetapi apabila akan dilegalkan sebagai kelembagaan
berbadan hukum, maka kelembagaan ini harus mengikuti aturan kelembagaan formal yang
selama ini berlaku.

Seperti diketahui, bahwa kelembagaan di masyarakat bersifat non-profit dan didirikan
berdasarkan kepemilikan individu yang dilembagakan dalam satu institusi masyarakat untuk
dikembangkan secara bersama-sama. Bentuk alternatif kelembagaan formal yang memiliki
dasar peraturan hukum dan yang sejalan dengan sifat kelembagaan ini adalah Koeprasi,
yang didasarkan pada Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992.

Pada kondisi Bamus AM sudah dalam bentuk lembaga berbadan hukum, maka keanggotaan
yang semula bersifat forum, harus dirubah menjadi anggota lembaga berbadan hukum yang
dipilih, sesuai dengan aturan yang berlaku. Keanggotaan utama diberikan kepada konsumen
air minum itu sendiri (KPAM), sementara pelaku lain yang selama ini menjadi anggota forum
Bamus AM, dapat tetap menjadi anggota, dengan sifat anggota luar biasa yang diangkat
melalui mekanisme keanggotaan sesuai aturan yang belaku.

Demikian pula halnya dengan status Badan Pengelola (Bapel AM) yang sudah ada, dimana
badan ini dapat berubah menjadi badan pengurus harian dibawah wewenang Bamus AM
(lihat gambar 6) yang sekarang berubah menjadi Rapat Anggota (untuk Koperasi).

~g
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Lembaga Berbadan

FrBamUS-AM G--- -
i Bamus AM (Rapat Anggota) i
IZ'"Z‘EQQQ{:KQT?ZIZZ:Z'_ZZZZZZZZILZZZZIZZZ_ZZZZZiZZZZTZZZZZZT_ZZ:I
i ........................................... Penanggun Penangg !
! g jawab ung i
i Pelaksana jawab !
i Unit2 Lain i

Gambar 6 Struktur umum organisasi unit pelaksana/pengelola air minum PAM BM

5 Perangkat pendukung
5.1 Mobilisasi Tenaga Teknis

PAM-BM didirikan berdasarkan kebutuhan masyarakat, yang juga diselenggarakan dan

dikelola oleh masyarakat. Oleh karena itu; prinsip-prinsip dasar mobilisasi tenaga teknis pun

harus dikendalikan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Beberapa hal penting yang harus

dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

a) tenaga teknis diupayakan berasal dari anggota masyarakat pemakai air melalui berbagai
mekanisme seleksi dan penyiapan kapasitas,

b) peningkatan kapasitas tenaga teknis melalui upaya pembekalan pendampingan,
pendidikan, dan latihan,

C) penyiapan tenaga.teknis perlu pula dilengkapi dengan kapasitas manajerial, baik
menyangkut penyelenggaraan sarana air minum itu sendiri, maupun manajerial
berkoordinasi dan‘membina jaringan dengan pelaku lain terkait.

5.2 Tugas dan wewenang kelembagaan di masyarakat
5.2.1 Badan Musyawarah Air Minum (Bamus AM)

Sebagai konsekuensi pembentukan badan hukum, Badan Musyawarah Air Minum
mempunyai kedudukan sebagai subjek yang dapat bertindak untuk dan atas nama dirinya
sendiri yang dalam menjalankan fungsinya dapat mengangkat Badan Pengelola/pengurus
untuk mencapai tujuan lembaga. Badan Musyawarah memegang kekuasaanya tertinggi
yang dijalankan melalui mekanisme rapat anggota.

5.2.1.1 Tugas pokok Bamus AM

a) Menetapkan aturan berdasarkan norma, budaya dan kearifan lokal,
b) Menampung aspirasi masyarakat (konsumen),
¢) Menyelenggarakan rapat anggota paling sedikit 4 kali dalam setahun,

~g
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d) Memantau penyelenggaraan penyediaan air minum,

e) Menyetujui dan mengusulkan/memasarkan proposal kegiatan penyediaan air minum
berbasis masyarakat,

f) Menyelesaikan permasalahan/perselisihan.

Selanjutnya, dalam melaksanakan fungsi legislatif dan fungsi pengawasan terhadap proses
penyelenggaraan penyediaan air minum di lingkungan masyarakat setempat. Bamus-AM
bertanggung jawab kepada masyarakat dalam setiap rapat anggota.

5.2.1.2 Wewenang Bamus AM

a) Menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga: Unit
Pengelola,

b) Memilih dan mengangkat Badan Pengelola Air Minum,

¢) Memilih dan mengangkat Badan Pengawas,

d) Menetapkan besarnya iuran air minum,

e) Menetapkan kebijakan penyelenggaraan air minum.

5.2.1.3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bamus AM

Disusun dan ditetapkan melalui rembug warga. Dalam penyusunan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga Bamus AM perlu memperhatikan-hal-hal sebagai berikut:

a) Dalam menjalankan kewenangannya, kebijakan dan ‘strategi Bamus AM ditentukan
melalui rapat anggota,

b) Mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan.musyawarah dan mufakat seluruh
anggota,

c) Dalam hal tidak tercapai mufakat, keputusan. ditentukan berdasarkan suara terbanyak
melalui pemungutan suara,

d) Dalam hal yang bersifat mendesak, anggota dapat mengusulkan untuk mengadakan
rapat anggota,

e) Masa tugas Bamus-AM minimum selama 2 tahun dan maksimum selama 5 tahun.

Apabila masyarakat menganggap Bamus AM tidak mampu melaksanakan tugas dan
wewenang sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
anggota dapat mengusulkan rapat anggota istimewa.

5.2.2 Badan Pengelola Air Minum (Bapel AM)
5.2.2.1 Fungsi.Badan Pengelola Air Minum

a) Fungsi-Manajemen sebagai penanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan jalannya
pengoperasian prasarana dan sarana air minum

b) <Fungsi Teknis sebagai penanggung jawab teknis perencanaan, pelaksanaan,
operasional & pemeliharaan, dan pengembangan pelayanan air minum

¢) Fungsi Administrasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengumpulan iuran air
minum, pencatatan administrasi keuangan, dan pelaporan keuangan

5.2.2.2 Tugas Badan Pengelola Air Minum
Dibagi dalam 3 kelompok berdasarkan tahap penyelenggaraan PAM BM, yaitu:

a) Tahap persiapan
Memobilisasi sumber daya manusia dan sumber dana.

b) Tahap perencanaan:
~
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